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edia massa memberi-

&=

z&vﬁ’é kan sorotan yang luar

’ .4 biasadalamsidangper-
karatindakpidanapembunuhan
berencana atas Mirna yang ma-
sthberjalan di Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Pusat. Dalam per-
karadugaantindakpidanainiter-
lihat tekanan yang sangat kuat
dariberbagaikalangan. Jaksape-
nuntutumumdanpenasihathu-
kum sungguh bekerja keras da-
lam menjalani proses persidang-
an untuk menegakkan hukum
dankeadilan.

Sandra J Ball-Rokeach me-
ngatakan, media massa berpe-
ngaruh terhadap persepsi dan
pen, getahuan masyarakat ter-
hadap kejahatan. Seharusnya
masyarakat diberikan pengeta-
huan yang objektif tentang hu-
kum, bukan hanyamementing-
kan popularitas. Tanpadisadari
mediamassa dapat menggiring
opinipublikyangkelirutentang
bagaimana seharusnya persi-
dangan berjalan karena telah
mencampuradukkan proses
hukum dan opini publik.

Publik harus menyerahkan
sepenuhnya proses pencarian
kebenaran dankeadilan kepada
jaksa penuntut umum, penasi-
hathukum, danhakim dalamsi-
dang perkara pidana ini. Jika ti-
dak, hal tersebut bisa digolong-
kan dalam bentuk contempt of
court atau menghina persidang-
an. Contemptofcourtbisaberupa
menghina, melecehkan, meng-
anggap enteng, merongrongwi-
bawa pengadilan baik yang dila-
kukanolehhakim,jaksa, penasi-
hat hukum, maupun oleh hadi-
rin dan publik. Begitu pula de-
ngan ihwal seperti memberi in-
formasi atau publikasi yang si-
fatnya memihak, dan publikasi
yang dianggap mencampuri
suatu proses peradilan dalam
perkara tertentu pun dianggap
sebagai upaya untuk menghina
persidangan. Meskipun aturan
contempt of court belum ada di
dalam KUHP Indonesia saat ini,
publik harus mulai belajar bah-
wayang dianggap sebagai con-
tempt of court bukanlah semata-
mata berbuat gaduh di persi-
dangan, namunjugaupaya-upa-
ya lain yang dianggap meng-
ganggu hingga memengaruhi
lancarnyaproses peradilan.

Beyond

Reasonable Doubt
Saatiniperkaradugaantindak

pidana pembunuhan berencana

atas Mirna ini memasuki tahap

pembuktiandimanapadasidang

terakhir terdakwa memberikan
keterangannya di muka persi-
dangan.Sebagaimanadikemuka-
kan Van Bemmelen, dalam hu-
kum acara pidana, yang terpen-
ting adalah mencari dan mem-
peroleh kebenaran. Untuk dapat
memperolehkebenaranitu,pem-
buktianlah proses yang nanti
menghantarkan hakim semakin
dekatpadakebenaran. Maka, da-
lam sebuah sidang perkara pi-
dana, tahap pembuktian meru-
pakanprosesyangpalingpenting
dalam menggali kebenaran un-
tukmenentukanapakahnantise-
orang terdakwa diputuskan ber-
salahatautidakolehhakim.

"Hakimharusme-
milikikeyakinan
bahwaterdakwa
bersalahmelaku-
kansuatutindakpi-
danaberdasarkan
fakta-faktadan
buktididalampro-
sespersidangan.”

Beberapa minggu sebelum-
nyamerupakan tahap pembuk-
tian di mana jaksa penuntut
umummenghadirkanbeberapa
saksi ahli untuk membuat te-
rang dan jelas persidangan. Pe-

nasihat hukum pun turut
menghadirkanbeberapaahlise-
bagaisaksiadecharge atausaksi
yang meringankan terdakwa.
Dalam proses menemukan ke-
benaran tersebut banyak hal
danistilahbarusepertididalam
bidang kedokteran, forensik,
dandigitalforensikyangberada
diluar kompetensi majelis ha-
kim sehingga kehadiran para
ahlitersebutdianggapperluun-
tuk membuat terang dan jelas
peradilanyangsedangberjalan.
Nanti majelis hakim dalam
mengambil keputusan bisa
mempertimbangkan keterang-
anparaahlitersebut meskinilai
keterangan ahli sama dengan
alatbuktiyanglain.

Terdakwa memiliki hak
yang sama di hadapan hukum
(equality before thelaw) sehing-
ga ia harus diperlakukan se-
cara adil oleh pengadilan. Dé-
nganadahak tersebut, atas di-
rinya wajib diberlakukan asas
praduga tak bersalah (pre-
sumption of innocence) sampai
adaputusanpengadilanberke-
kuatan hukum tetap yang mie-
nyatakandirinyabersalahatas
perbuatanyangdilakukannya.
Sesuai dengan KUHAP, Indo-
nesia menganut prinsip due
process of law di mana dalam
prinsiptersebutsubjekhukum
(tersangka/terdakwa) sangat
dihormati hak asasinya. Yang
palingpentingadaaksesterha-
dap keadilan bagi terdakwa

serta pengadilan yangadil dan
tidakmemihak. Jikapunmaje-
lis hakim memiliki sedikit saja
keraguan, hakim harus menja-
tuhkan hukuman yang paling
meringankan bagi terdakwa.
Padaintinya dalam prosesper-
sidangan perkara pidana se-
orang terdakwa tidak boleh di-
hukum tanpa ada kesalahan
(geenstraf zonder schuld).

Dalam peradilan pidana In-
donesia, hakim tidak boleh ter-
paku hanya pada batas mini-
mum pembuktian seperti yang
telah diatur oleh KUHAP. Na-
mun, hakim juga harus memi-
liki keyakinan bahwa terdakwa
bersalah melakukan suatu tin-
dak pidana berdasarkan fakta-
fakta dan bukti di dalam proses
persidangan. Prinsip beyond
reasonable doubt ini akan mem-
buat majelis hakim tidak ragu
dalam membuat putusan.

Pada akhirnya, apa yang
terjadi pada perkara ini harus-
lah diserahkan kepada majelis
hakim dengan menghormati
prinsip res judicata pro veritate
habetur dimanaapayangdipu-
tus majelis hakim haruslah di-
anggap benar. Publik harus
percaya bahwa nanti putusan
dengan keyakinan dan kebi-
jakéanaan majelis hakim ini
merupakan yang terbaik bagi
pencari keadilan. Dan, putus-
an tersebut adalah produk hu-
kum yang harus dihormati
oleh semuapihak. @



